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Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Surya Yudhakencana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : Rejasa Rt.3 Rw. 3 Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, 
Provinsi Jawa tengah

Nomor Telepon : (0286) 591662

Penjelasan Umum :  PT BPR Surya Yudhakencana (BSY) berkomitmen untuk terus 
menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola secara bertahap demi 
meningkatkan kualitas perusahaan yang dinilai akan sangat 
bermanfaat bagi kelangsungan usaha BPR ke depan melihat 
semakin ketatnya persaingan pada sektor perbankan mikro. Di 
tahun 2021 pelaksanaan Tata Kelola BPR semakin baik dengan 
penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola di semua aspek secara 
menyeluruh dan bertahap, sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No.4/POJK.03/2015.  Dengan kemampuan dan 
komitmen dari seluruh karyawan dan pengurus BSY dalam 
melakukan penerapan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola secara 
berkesinambungan dan konsisten, kami yakin tujuannya tidak 
sekedar untuk memenuhi ketentuan yang berlaku namun juga untuk 
mendukung kemajuan BSY dalam mencapai sasaran serta target 
usaha secara berkelanjutan. Hal ini selaras dengan usaha BSY 
untuk terus memperluas jaringan pelayanan kepada masyarakat, 
sehingga dapat memenuhi kebutuhan produk dan jasa perbankan di 
seluruh Jawa Tengah, menjalin kerjasama dengan mitra sinergis 
serta peningkatan manfaat bagi masyarakat luas.  Tahun 2021, 
BSY telah kembali memenuhi ketentuan struktur organisasi Tata 
Kelola, terus melakukan penyempurnaan sistem kerja melalui 
pengkinian kebijakan, ketentuan dan pedoman kerja intern. Selain 
itu penerapan Tata Kelola juga mulai dilakukan dengan penguatan 
komitmen Dewan Komisaris dan Direksi yang merupakan kunci 
keberhasilan dalam penerapan Tata Kelola, yang kemudian diikuti 
dengan implementasi kode etik, peraturan operasional, 
personaliaan maupun aktivitas pengawasan internal. Sesuai 
pemaparan tersebut di atas, ke depan diharapkan agar seluruh 
jajaran pengurus dan karyawan serta pemangku kepentingan BPR 
dalam melakukan aktivitasnya senantiasa berpegang pada prinsip-
prinsip Tata Kelola yang meliputi: transparency (keterbukaan), 
accountability (akuntabilitas), responsibility (pertanggungjawaban), 
independency (independensi) dan fairness (keadilan).
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Form A.00.00
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin



Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

 Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris di tahun 2021 yaitu: 1. Rekomendasi tentang hasil evaluasi temuan SKAI di beberapa kantor cabang telah ditindaklanjuti 
dengan memberikan himbauan kepada seluruh satuan kerja untuk menjalankan operasional bank sesuai SOP; 2. Rekomendasi tentang stress test debitur stimulus telah ditindaklanjuti 
dengan dilakukannya stress test atas kredit stimulus oleh Direksi; 3. Rekomendasi tentang perpanjangan kontrak kerja Sdr. Hantoro H. Luturmele telah ditindaklanjuti dengan dilakukannya 
perpanjangan kontrak kerja atas nama Hantoro H. Luturmele sebagai anggota Komite Di Bawah Dewan Komisaris; 4. Rekomendasi tentang kajian laporan keuangan tahun 2020 telah 
ditindaklanjuti dengan dijadikan bahan pengambilan keputusan Direksi dalam menentukan kebijakan pelaksanaan kegiatan core bisnis; 5. Rekomendasi tentang laporan KAP Heliantoro dan 
rekan telah ditindaklanjuti dengan melakukan laporan ke OJK. \n 6. Rekomendasi tentang kredit stimulus telah ditindaklanjuti dengan: a. Melakukan penagihan pada kredit non performing; 
b. Melakukan penjualan agunan kredit; 7. Rekomendasi tentang perpanjangan kontrak kerja Sdr. Leonard Paul Nangin telah ditindaklanjuti dengan dilakukannya perpanjangan kontrak kerja 
atas nama Leonard Paul Nangin sebagai anggota Komite Di Bawah Dewan Komisaris; 8. Rekomendasi tentang potensi agunan tidak dapat menutup baki debet bila debitur macet telah 
ditindaklanjuti dengan melakukan pembahasan bersama Direksi; 9. Rekomendasi tentang tunda stimulus dan efisiensi biaya telah ditindaklanjuti dengan dibuatnya Memo Direksi tentang 
efisiensi biaya dan himbauan mengenai tunda stimulus ke seluruh satuan kerja.

No Nama Jabatan Tugas dan Tanggung Jawab

1

Sugeng Riyanto Direktur Utama 1. Memimpin dan mengarahkan jalannya operasional BSY; 2. Memimpin dalam melakukan 
penyusunan serta perumusan kebijakan dan strategi, serta pemantauan pengelolaan BPR;
3. Memastikan penerapan tata kelola di seluruh lapisan perusahaan; 4. Secara langsung 
membawahkan fungsi audit intern (SKAI), internal legal dan corporate secretary department.

2

Wahjoe Roekmono Direktur yang 
Menjalankan 

Fungsi 
Kepatuhan

1. Memimpin, merumuskan dan mengarahkan kebijakan dan strategi dalam penerapan 
kepatuhan perbankan dan manajemen risiko sesuai regulasi perbankan dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 2. Membawahkan bidang kepatuhan, manajemen risiko, 
SDM dan training, serta satuan pengamanan.

3
Sri Wahyu Utami Direktur Memimpin dan mengarahkan penyusunan serta perumusan kebijakan dan strategi, serta 

pemantauan pengelolaan dalam bidang treasury, operasional, teknologi informasi, umum dan 
dana.

4 Abdul Khoir Maradika Putra Direktur Memimpin dan mengarahkan penyusunan serta perumusan kebijakan dan strategi, serta 
pemantauan pengelolaan dalam bidang kredit.

Seluruh rekomendasi Dewan Komisaris di tahun 2021 telah ditindaklanjuti oleh Direksi.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
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Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Surya Yudhakencana

Posisi Laporan 31 Desember 2021

:

:



Rekomendasi Kepada Direksi

 Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi di tahun 2021 berupa: 1. Hasil evaluasi temuan SKAI di beberapa kantor cabang; 2. Stress test debitur stimulus; 
3. Perpanjangan kontrak kerja Sdr. Hantoro H. Luturmele; 4. Kajian laporan keuangan tahun 2020 (sumber laporan harian); 5. Laporan KAP Heliantoro dan rekan; 6. Kredit stimulus; 
7. Perpanjangan kontrak kerja Sdr. Leonard Paul Nangin; 8. Potensi agunan tidak dapat menutup baki debet bila debitur macet; 9. Tunda stimulus dan efisiensi biaya.

No Nama Jabatan Tugas dan Tanggung Jawab

1

Emila Hayati Komisaris Utama 1. Mengkoordinir anggota dewan komisaris dalam melakukan pengawasan; 2. Melakukan 
pengawasan terhadap kebijakan dan strategi yang diambil Direksi di semua bidang baik kredit 
maupun non kredit; 3. Memberikan arahan/nasihat/masukan kepada Direksi; 4. Melakukan 
evaluasi atas kebijakan dan strategi yang dibuat Direksi; 5. Mengawasi pelaksanaan Rencana 
Kerja dan Anggaran Perseroan; 6. Membuat laporan kepada pihak otoritas; 7. Memastikan 
penerapan tata kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha.

2 Ananta Yudha Irianto Komisaris Saling melengkapi dalam mendampingi Komisaris Utama dalam melakukan tugasnya.

3 Hadi Supeno Komisaris dan 
Independen

Melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang diambil Direksi dibidang sumber daya 
manusia, operasional, teknologi informasi, funding, accounting, dan umum.

4
Dicky Firman Tarigan Komisaris dan 

Independen
1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang diambil Direksi dibidang perkreditan, 
ketentuan-ketentuan, audit; 2. Menjalankan tugas sebagai ketua komite Audit dan Pemantau 
Risiko.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
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Form A.01.20
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Surya Yudhakencana

Posisi Laporan 31 Desember 2021

:

:



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

 Rekomendasi penggunaan KAP atas audit laporan tahunan, dan telah dilaksanakan oleh Direksi. 

No Komite Tugas dan Tanggung Jawab

1

Komite Audit 1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil 
audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan; 
2. Komite melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit lnternal/SKAI, kesesuaian 
pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku, kesesuaian Laporan Keuangan dengan 
Standar Akuntqnsi yang berlaku, memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen 
dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya, pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, 
Akuntan Publik dan hasil pengawasan OJK.

2

Komite 
Pemantau 

Risiko

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan BPR, antara 
lain: a. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko BPR dengan pelaksanaan kebijakan 
tersebut, yang terdiri dari risiko kredit, operasional, kepatuhan, likuiditas, reputasi dan risiko stratejik; b. Melakukan evaluasi 
tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakannya; c. Memberikan 
rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kesesuaian kebijakan manajemen risiko dan manajemen risiko terintegrasi 
dengan implemantasinya untuk memastikan bahwa BPR telah mengelola risiko-risiko secara memadai; d. Melakukan 
penelaahan dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas Kebijakan Umum Perkreditan serta kebijakan lainnya 
yang diwajibkan oleh regulator yang disampaikan Direksi untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris. 
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko. 
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di BPR.
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Form A.01.31
Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Surya Yudhakencana

Posisi Laporan 31 Desember 2021

:

:



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

No Nama Keahlian Komite Pihak Independen

Audit Pemantau Risiko Remunerasi dan Nominasi

1 Dicky Firman tarigan Pengalaman yang memadai di bidang ekonomi, keuangan dan 
perbankan dan manajemen risiko.

Ketua Ketua Tidak Menjabat Ya

2 Hantoro Hilarius Luturmele Pengalaman yang memadai di bidang hukum. Anggota Anggota Tidak Menjabat Ya

3 Leonard Paul Nangin Pengalaman yang memadai di bidang ekonomi, keuangan dan 
perbankan.

Anggota Anggota Tidak Menjabat Ya
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Form A.01.32
Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Surya Yudhakencana

Posisi Laporan 31 Desember 2021

:

:



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

No Komite Program Kerja Realisasi Jumlah Rapat

1

Komite 
Pemantau 

Risiko

Melakukan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko khususnya terkait 
penerapan stimulus dan relaksasi yang ditetapkan oleh OJK, dan memastikan 
struktur organisasi telah memenuhi kembali persyaratan tata kelola BPR.

1. Melakukan evaluasi terhadap tugas-tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan 
Kerja Manajemen Risiko (SMR) khususnya terkait penerapan manajemen risiko 
dengan hasil bahwa telah dilakukan penilaian profil risiko lengkap 6 risiko setiap 
semester, dan melakukan manajemen risiko meskipun sebagian besar masih 
berjalan di ranah risiko kredit, untuk itu ke depan masih perlu ditingkatkan lagi 
efektivitasnya dalam penerapan kebijakan manajemen risiko tersebut;
2. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan manajemen risiko atas kredit 
yang distimulus dan penerapan kebijakan relaksasi sesuai yang ditetapkan dalam 
Peraturan OJK; 3. Melakukan kajian terhadap penerapan Tata Kelola BPR dengan 
memastikan bahwa persyaratan struktur organisasi telah kembali sesuai dengan 
ketentuan.

6

2

Komite 
Audit

Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta 
pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan 
pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

1. Melakukan analisa terhadap laporan kegiatan SKAI dan memberikan saran agar 
kinerja SKAI lebih ditingkatkan, khususnya dalam pembuatan laporan hasil evaluasi 
yang harus memuat saran tentang perbaikan yang harus dilakukan oleh unit kerja 
objek pemeriksaan dan juga dibuat ranking untuk unit kerja yang terbaik; 2.Melakukan 
rapat bersama dengan SKAI terkait: hasil pemeriksaan dan hal lain yang dinilai 
mempunyai indikasi kelemahan sistem pengendalian internal dan penerapan 
terhadap ketentuan yang berlaku, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Audit, 
hambatan yang dihadapi atas pelaksanaan tugas SKAI, penyusunan pedoman kerja 
SKAI berbasis risiko; 3. Evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil 
temuan SKAI, Kantor Akuntan Publik (KAP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 
otoritas lainnya, khususnya yang merupakan komitmen Direksi kepada otoritas agar 
dipenuhi sesuai kesepekatan; 4. Melakukan penelaahan atas efektivitas 
pengendalian internal perusahaan dan memberikan rekomendasi dalam proses 
pemilihan akuntan publik; 5. Melakukan penelaahan independensi objektivitas 
akuntan publik dan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik.

6
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Form A.01.33
Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Surya Yudhakencana

Posisi Laporan 31 Desember 2021

:

:



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki saham BPR.

Direksi tidak memiliki saham di BPR
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Form A.02.10
Kepemilikan Saham  Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Surya Yudhakencana

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

 Tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki saham pada BPR maupun perusahaan lain.

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain
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Form A.02.20
Kepemilikan Saham  Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Surya Yudhakencana

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada anggota Direksi yang memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Direksi, dengan anggota Dewan Komisaris maupun pemegang saham.

No Nama Anggota Direksi Hubungan Keuangan

Anggota Direksi Lain Anggota Dewan Komisaris Pemegang Saham

1 Sugeng Riyanto Tidak ada Tidak ada Tidak ada

2 Wahjoe Roekmono Tidak ada Tidak ada Tidak ada

3 Sri Wahyu Utami Tidak ada Tidak ada Tidak ada

4 Abdul Khoir Maradika Putra Tidak ada Tidak ada Tidak ada

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh26/04/2022 16:41:06 WIB sekretariatbsy@gmail.com dari 1

Form A.03.10
Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Surya Yudhakencana

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

 

Hubungan Keluarga

No Nama Anggota Direksi Anggota Direksi Lain Anggota Dewan Komisaris Pemegang Saham

1 Sugeng Riyanto Tidak ada Tidak ada Tidak ada

2 Wahjoe Roekmono Ada, Sri Wahyu Utami-kakak kandung Tidak ada Tidak ada

3 Sri Wahyu Utami Ada, Wahjoe Roekmono-adik kandung Ada, Emila Hayati-istri dari kakak ipar Ada, Satriyo Yudiarto-kakak ipar

4 Abdul Khoir Maradika Putra Tidak ada Tidak ada Tidak ada
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Form A.03.20
Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Surya Yudhakencana

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

 

No Nama Anggota Dewan Komisaris Nominal (Rp) Persentase Kepemilikan (%)

1 Ananta Yudha Irianto 28.500.000.000 10,00
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Form A.04.10
Kepemilikan Saham  Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Surya Yudhakencana

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

 

No Nama Anggota Dewan Komisaris Nama Perusahaan Lain Persentase Kepemilikan (%)

1 Emila Hayati PT BPR Eleska Artha 7,50

2 Emila Hayati PT Surya Yudha Banjarnegara 5,00
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Form A.04.20
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Surya Yudhakencana

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Terdapat hubungan keuangan akibat adanya pernikahan.

No Nama Anggota Dewan Komisaris Hubungan Keuangan

Anggota Dewan Komisaris Lain Anggota Direksi Pemegang Saham

1 Emila Hayati Tidak ada Tidak ada Ada, Satriyo Yudiarto

2 Ananta Yudha Irianto Tidak ada Tidak ada Tidak ada

3 Hadi Supeno Tidak ada Tidak ada Tidak ada

4 Dicky Firman Tarigan Tidak ada Tidak ada Tidak ada
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Form A.05.10
Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Surya Yudhakencana

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

 

Hubungan Keluarga

No Nama Anggota Dewan Komisaris Anggota Dewan Komisaris Lain Anggota Direksi Pemegang Saham

1
Emila Hayati Ada, Ananta Yudha-anak tiri Ada, Sri Wahyu Utami-istri dari adik ipar Ada, Satriyo Yudiarto-suami, Milla Feryanti-anak 

tiri, Ananta Yudha-anak tiri, Tenny Yanutriana-anak 
tiri

2 Ananta Yudha Irianto Ada, Emila Hayati-ibu tiri Tidak ada Ada, Satriyo Yudiarto-ayah kandung, Milla Feryanti-
kakak kandung, Tenny Yanutriana-adik kandung

3 Hadi Supeno Tidak ada Tidak ada Tidak ada

4 Dicky Firman Tarigan Tidak ada Tidak ada Tidak ada
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Form A.05.20
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Surya Yudhakencana

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

 Remunerasi lainnya berupa pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Uang Prestasi Kerja tahunan.

No Jenis Remunerasi
(Dalam 1 Tahun) Direksi Dewan Komisaris

Jumlah Orang Jumlah Keseluruhan (Rp) Jumlah Orang Jumlah Keseluruhan (Rp)

1 Gaji 4 1290276198 4 1517916881

2 Tunjangan 4 1488435170 4 555379561

3 Tantiem 0 0 0 0

4 Kompensasi berbasis saham 0 0 0 0

5 Remunerasi lainnya 4 414743869 4 395577140

Total 3193455237 2468873582
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Form A.06.10
Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang 
Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Surya Yudhakencana

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

No Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun) Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)

Direksi Dewan Komisaris

1 Perumahan Tidak memiliki fasilitas ini. Tidak memiliki fasilitas ini.

2 Transportasi Tidak memiliki fasilitas ini. Tidak memiliki fasilitas ini.

3 Asuransi Kesehatan BPJS Kesehatan dan Mandiri Inhealt. BPJS Kesehatan dan Mandiri Inhealt.

4

Fasilitas lainnya 1. Jaminan sosial tenaga kerja melalui kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan dengan lima program yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), 
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan 
Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP);
2. Penggantian biaya pulsa sebesar 50% dari total pemakaian dengan 
maksimal penggantian biaya sebesar Rp500.000,00; 
3. Biaya pendidikan dan pelatihan untuk menunjang kinerja.

1. Jaminan sosial tenaga kerja melalui kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan dengan lima program yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), 
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan 
Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP);
2. Penggantian biaya pulsa sebesar 50% dari total pemakaian dengan 
maksimal penggantian biaya sebesar Rp500.000,00;
3. Biaya pendidikan dan pelatihan untuk menunjang kinerja.
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Form A.06.20
Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Surya Yudhakencana

Posisi Laporan 31 Desember 2021

:

:



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

 

Perbandingan

No Keterangan  (a/b) 1

1 Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b) 12,51 1

2 Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan  gaji anggota Direksi yang terendah (b) 1,33 1

3 Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan  gaji anggota Dewan Komisaris yang 
terendah (b)

1,49 1

4 Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b) 1,34 1

5 Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b) 2,36 1

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh26/04/2022 16:43:15 WIB sekretariatbsy@gmail.com dari 1

Form A.07.00
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Surya Yudhakencana

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

No Tanggal Rapat Jumlah Peserta Topik/Materi Pembahasan

1 02-03-2021 4 1. Rencana Bisnis BPR; 2. Isu Strategis; 3. Evaluasi/Penetapan Kebijakan Strategis; 
4. Evaluasi Realisasi RBB.

2 05-07-2021 4 1. Rencana Bisnis BPR; 2. Isu Strategis; 3. Evaluasi/Penetapan Kebijakan Strategis;
4. Evaluasi Realisasi RBB.

3 28-08-2021 4 1. Rencana Bisnis BPR; 2. Isu Strategis; 3. Evaluasi/Penetapan Kebijakan Strategis; 
4. Evaluasi Realisasi RBB.

4 19-11-2021 4 1. Rencana Bisnis BPR; 2. Isu Strategis; 3. Evaluasi/Penetapan Kebijakan Strategis;
4. Evaluasi Realisasi RBB.
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Form A.08.10
Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Surya Yudhakencana

Posisi Laporan 31 Desember 2021

:

:



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Ananta Yudha Iriyanto menjabat sebagai Komisaris sejak April 2021 dimana pada agenda rapat pertama masih dihadiri oleh Komisaris sebelumnya.

No Nama Anggota Dewan Komisaris Frekuensi Kehadiran Tingkat Kehadiran (dalam %)

Fisik Telekonferensi

1 Emila Hayati 4 0 100,00

2 Ananta Yudha Irianto 3 0 75,00

3 Hadi Supeno 4 0 100,00

4 Dicky Firman Tarigan 4 0 100,00
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Form A.08.20
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Surya Yudhakencana

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh kasus fraud yang terjadi di tahun 2021, sampai dengan posisi akhir tahun telah diselesaikan, dan tidak terdapat kasus fraud tahun lalu yang belum terselesaikan sampai dengan tahun laporan.

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun) Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh

Anggota Direksi Anggota Dewan Komisaris Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap

Tahun 
Sebelumnya Tahun Laporan Tahun 

Sebelumnya Tahun Laporan Tahun 
Sebelumnya Tahun Laporan Tahun 

Sebelumnya Tahun Laporan

Total Fraud 0 0 0 0 0 10 0 1

Telah Diselesaikan 0 0 10 1

Dalam Proses Penyelesaian 0 0 0 0 0 0 0 0

Belum Diupayakan Penyelesaiannya 0 0 0 0 0 0 0 0

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum 0 0 0 0
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Form A.09.00
Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Surya Yudhakencana

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh permasalahan hukum yang dihadapi adalah permasalahan penyaluran kredit.

Permasalahan Hukum Jumlah (satuan)

Perdata Pidana

Telah Selesai
(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

6 1

Dalam Proses Penyelesaian 9 0

Total 15 1
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Form A.10.00
Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Surya Yudhakencana

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pelaksanaan transaksi telah sesuai dengan ketentuan intern dibuktikan dengan kelengkapan dokuman dan proses persetujuan yang wajar.

No Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan Pengambil Keputusan Jenis Transaksi Nilai Transaksi 
(Jutaan Rupiah) Keterangan

Nama Jabatan Nama Jabatan

1

Satriyo Yudiarto Pemegang Saham 
Pengendali

Sugeng Riyanto Direktur Utama Sewa menyewa gedung 513 Transaksi telah sesuai dengan ketentuan intern. 
Keseragaman modal gedung kantor untuk 
meningkatkan image, reputasi BPR dan 
kepercayaan masyarakat.

2

Milla Feryanti Pemegang Saham Sugeng Riyanto Direktur Utama Sewa menyewa gedung 264 Transaksi telah sesuai dengan ketentuan intern. 
Keseragaman modal gedung kantor untuk 
meningkatkan image, reputasi BPR dan 
kepercayaan masyarakat.

3

Tenny Yanutriana Pemegang Saham Sugeng Riyanto Direktur Utama Sewa menyewa gedung 276 Transaksi telah sesuai dengan ketentuan intern. 
Keseragaman modal gedung kantor untuk 
meningkatkan image, reputasi BPR dan 
kepercayaan masyarakat.

4

Emila Hayati Komisaris Utama Sugeng Riyanto Direktur Utama Sewa menyewa gedung 560 Transaksi telah sesuai dengan ketentuan intern. 
Keseragaman modal gedung kantor untuk 
meningkatkan image, reputasi BPR dan 
kepercayaan masyarakat.
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Form A.11.00
Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Surya Yudhakencana

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



No Tanggal Pelaksanaan Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) Penjelasan Kegiatan Penerima Dana Jumlah (Rp)

1 20210119 Kegiatan Sosial Bantuan dana pembuatan benteng desa untuk mencegah tanah longsor 
kembali terjadi di Desa Bendana, Kalibening, Banjarnegara.

Pemerintah desa Bendana, Kalibening, 
Banjarnegara.

1.100.000

2 20210128 Kegiatan Sosial Bantuan dana pembangunan TPQ Al-Amin, Desa Wangon, Banjarnegara. Pengurus TPQ Al-Amin, Desa Wangon, 
Banjarnegara.

500.000

3 20210205 Kegiatan Sosial Dana sumbangan untuk Yayasan Cacat Karya Bhakti, Purwokerto, Banyumas. Pengurus Yayasan Cacat Karya Bhakti, 
Purwokerto.

100.000

4 20210211 Kegiatan Sosial Bantuan sembako kepada korban bencana banjir di Desa Wiradesa, 
Pekalongan.

Masyarakat Desa Wiradesa, Pekalongan 
yang menjadi korban banjir.

1.500.000

5 20210218 Kegiatan Sosial Bantuan sembako dan uang tunai kepada karyawan yang menjadi korban 
banjir di Desa Wiradesa, Pekalongan.

Karyawan BPR yang menjadi korban banjir di 
 Desa Wiradesa, Pekalongan.

2.000.000

6 20210224 Kegiatan Sosial Bantuan dana untuk pembangunan TPQ Green Hill Residence, Cilacap. TPQ Green Hill Residence, Cilacap. 1.000.000

7 20210304 Kegiatan Sosial Bantuan sembako dan APD untuk warga Desa Karangtengah, Batrurraden, 
Banyumas.

Pemerintah Desa Karangtengah, Baturraden, 
Banyumas.

500.000

8 20210305 Kegiatan Sosial Bantuan dana pembangunan mushola Al-Ma'ruf, Ajibarang, Banyumas. Pengurus mushola Al-Ma'ruf, Ajibarang, 
Banyumas.

300.000

9 20210316 Kegiatan Sosial Bantuan dana pembangunan masjid Jami Darul Farhan Desa Kesenet, 
Banjarmangu, Banjarnegara.

Pengurus masjid Jami Darul Farhan Desa 
Kesenet, Banjarmangu, Banjarnegara.

1.000.000

10 20210330 Kegiatan Sosial Bantuan penerangan jalan Desa Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Pemerintah Desa Jatilawang, Wanayasa, 
Banjarnegara.

1.000.000

11 20210406 Kegiatan Sosial Dana sumbangan untuk Yayasan Cacat Karya Bhakti. Pengurus Yayasan Cacat Karya Bhakti, 
Purwokerto.

100.000

12 20210415 Kegiatan Sosial Bantuan dana pembangunan masjid di Desa Purwonegoro, Banjarnegara. Pemerintah Desa Purwonegoro, 
Banjarnegara.

1.000.000

13 20210429 Kegiatan Sosial Bantuan dana pembangunan masjid Al-Madinah Desa Gumelar, Banyumas. Pengurus masjid Al-Madinah, Desa Gumelar, 
Banyumas.

300.000

14 20210429 Kegiatan Sosial Beasiswa untuk anak yatim piatu TK Muslimat NU, Sragi, Pekalongan. Wali anak yatim piatu penerima beasiswa. 375.000

15 20210430 Kegiatan Sosial Bantuan berupa zakat untuk kelompok becak di depan Lucky Optik, 
Kutabanjarnegara, Banjarnegara.

Para tukang becak di depan Lucky Optik, 
Kutabanjarnegara, Banjarnegara.

1.600.000

16 20210430 Kegiatan Sosial Bantuan pembuatan sarana prasarana bank mini di SMK 1 Bawang, 
Banjarnegara.

Kepala sekolah SMK N 1 Bawang, 
Banjarnegara.

30.788.000
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Form A.12.00
Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Surya Yudhakencana

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



No Tanggal Pelaksanaan Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) Penjelasan Kegiatan Penerima Dana Jumlah (Rp)

17 20210504 Kegiatan Sosial Bantuan dana perbaikan bangunan pagar Koramil 02 Baturraden, Banyumas. Koramil 02 Baturraden, Banyumas. 500.000

18 20210507 Kegiatan Sosial Bantuan sembako untuk warga terdampak penyebaran Covid-19 di Desa 
Wanadadi, Banjarnegara.

Warga Desa Wanadadi, Banjarnegara. 500.000

19 20210511 Kegiatan Sosial Bantuan berupa zakat untuk paguyupan kusir dokar di Banjarnegara. Para kusir dokar di Banjarnegara sejumlah 
20 orang.

2.000.000

20 20210511 Kegiatan Sosial Bantuan acara takbir keliling menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 H di Desa 
Wanadadi, Banjarnegara.

Pemuda Desa Wanadadi, Banjarnegara. 250.000

21 20210511 Kegiatan Sosial Bantuan acara takbir keliling Hari Raya Idul Fitri 1442 H di Desa Wanadadi, 
Banjarnegara.

Pemuda Desa Wanadadi, Banjarnegara. 250.000

22 20210525 Kegiatan Sosial Dana sumbangan untuk yayasan. Pengurus Yayasan Cacat Karya Bhakti, 
Purwokerto.

100.000

23 20210621 Kegiatan Sosial Bantuan material untuk pembangunan Posramil di Pandanarum, Banjarnegara. Pemerintah Desa Pandanarum, 
Banjarnegara.

1.650.000

24 20210709 Kegiatan Sosial Bantuan dana renovasi masjid Al-Barokah Desa Tumiyang, Pekuncen, 
Banyumas.

Pengurus masjid aAl-Barokah Desa 
Tumiyang, Pekuncen, Banyumas.

300.000

25 20210719 Kegiatan Sosial Penyerahan hewan qurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1442 H untuk 
warga desa di sekitar kantor BPR.

Panitia qurban di seluruh wilayah kerja BPR. 282.950.000

26 20210719 Kegiatan Sosial Bantuan dana penanganan Covid-19. Pemerintah daerah Kabupaten Cilacap. 16.500.000

27 20210721 Kegiatan Sosial Dana sumbangan yayasan. Pengurus Yayasan Cacat Karya Bhakti, 
Purwokerto.

100.000

28 20210726 Kegiatan Sosial Bantuan dana penanganan Covid-19 Desa Purwonegoro. Pemerintah Desa Purwonegoro, 
Purwanegara, Banjarnegara.

1.500.000

29 20210812 Kegiatan Sosial Bantuan pembelian vitamin kepada karyawan BPR yang terdampak 
penyebaran Covid-19.

Karyawan BPR yang terdampak penyebaran 
Covid-19.

74.700.000

30 20210818 Kegiatan Sosial Bantuan dana untuk kebutuhan pemakaman jenazah Covid-19 di Susukan, 
Banjarnegara.

Pemerintah Desa Susukan, Banjarnegara. 1.000.000

31 20210824 Kegiatan Sosial Bantuan paket sembako untuk warga terdampak penyebaran Covid-19 di Desa 
Karangreja, Purbalingga.

Warga terdampak penyebaran Covid-19 di 
Desa Karangreja, Purbalingga.

967.000

32 20210916 Kegiatan Sosial Bantuan pembelian vitamin untuk karyawan BPR yang terdampak penyebaran 
Covid-19.

Karyawan BPR yang terdampak penyebaran 
Covid-19.

600.000
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Form A.12.00
Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Surya Yudhakencana

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BPR di tahun 2021 telah menganggarkan dana CSR sejumlah Rp600.000.000,00 dan realisasi pemakaian sebesar Rp434.930.000,00 yang seluruhnya disalurkan untuk kegiatan sosial, tidak ada penyaluran dana 
untuk kegiatan politik.

No Tanggal Pelaksanaan Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) Penjelasan Kegiatan Penerima Dana Jumlah (Rp)

33 20210923 Kegiatan Sosial Bantuan dana pembangunan lapangan bulutangkis di Desa Tunjung, 
Jatilawang, Banyumas.

Pemerintah Desa Tunjung, Jatilawang, 
Banyumas.

200.000

34 20210928 Kegiatan Sosial Bantuan dana pembangunan masjid Daarul Mukti di Desa Rejasa, Madukara, 
Banjarnegara.

Pengurus masjid Daarul Mukti di Desa 
Rejasa, Madukara, Banjarnegara.

2.500.000

35 20120929 Kegiatan Sosial Bantuan dana pembangunan masjid Al-Himah di Desa Purwonegoro, 
Purwanegara, Banjarnegara.

Pengurus masjid Al-Hikmah di Desa 
Purwonegoro, Purwanegara, Banjarnegara.

1.000.000

36 20211019 Kegiatan Sosial Dana sumbangan Yayasan Cacat Karya Bhakti, Purwokerto, Banyumas. Pengurus Yayasan Cacat Karya Bhakti, 
Purwokerto.

100.000

37 20211030 Kegiatan Sosial Bantuan dana dalam rangka peringatan maulud Nabi di Desa Wanadri, 
Bawang, Banjarnegara.

Pemerintah Desa Wanadri, Bawang, 
Banjarnegara.

200.000

38 20211103 Kegiatan Sosial Bantuan pembelian vitamin bagi karyawan BPR yang terdampak penyebaran 
Covid-19.

Karyawan BPR yang terdampak penyebaran 
Covid-19.

300.000

39 20211113 Kegiatan Sosial Bantuan dana pembangunan SMP Cokroaminoto Desa Sijeruk, Banjarmangu, 
Banjarnegara.

Perwakilan guru dari SMP Cokroaminoto 
Desa Sijeruk, Banjarmangu, Banjarnegara.

500.000

40 20211115 Kegiatan Sosial Dana sumbangan untuk Yayasan Cacat Karya Bhakti, Purwokerto. Pengurus Yayasan Cacat Karya Bhakti, 
Purwokerto.

100.000

41 20211202 Kegiatan Sosial Dana sumbangan Yayasan Cacat Karya Bhakti. Pengurus Yayasan Cacat Karya Bhakti, 
Purwokerto.

100.000

42 20211228 Kegiatan Sosial Bantuan dana operasi lilin candi Desa Klampok, Banjarnegara. Kepolisian Desa Klampok, Banjarnegara. 900.000

43 20211229 Kegiatan Sosial Bantuan pembangunan pos ronda Desa Karangsari, Kawunganten, Cilacap. Pemerintah Desa Karangsari, Kawunganten, 
Cilacap.

250.000
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Form A.12.00
Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Surya Yudhakencana

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Nama BPR : PT. BPR Surya Yudhakencana

Posisi Laporan : 31-12-2021

Alamat : Rejasa Rt.3 Rw. 3 Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, 
Provinsi Jawa tengah

Nomor Telepon : (0286) 591662

Modal Inti BPR : 387.220.140.952,00

Total Aset BPR : 2.914.717.845.016,00

Bobot BPR : D

Status Audit Ekstern : Diaudit

Nilai Komposit : 1,0

Peringkat Komposit : 1

Analisis : Dari hasil penilaian self assessment Tata Kelola tahun 2021 dapat 
disimpulkan bahwa BPR sudah sangat memadai. BPR telah 
memenuhi aspek struktur dan infrastruktur untuk semua faktor 
penilaian.
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Form B.00.00
Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) atas Penerapan 
Tata Kelola BPR
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin



Faktor Bobot Faktor Struktur Proses Hasil Penjumlahan
S + P + H

Total Penilaian  
Faktor Kesimpulan

Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 
Direksi 

0,200 0,50 0,40 0,10 1,00 0.200 BPR telah memenuhi ketentuan pemenuhan 
jumlah dan komposisi Direksi sesuai ketentuan 
struktur organisasi Tata Kelola, serta pelaksanaan 
tugas, tanggung jawab Direksi telah terpenuhi 
sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja 
Direksi yang disusun berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 
Dewan Komisaris 

0,125 0,50 0,40 0,10 1,00 0.125 BPR telah memenuhi ketentuan pemenuhan 
jumlah dan komposisi Dewan Komisaris sesuai 
ketentuan struktur organisasi Tata Kelola, serta 
pelaksanaan tugas, tanggung jawab Direksi telah 
terpenuhi sesuai dengan Pedoman dan Tata 
Tertib Kerja Dewan Komisaris yang disusun 
berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau 
fungsi Komite 

0,025 0,50 0,67 0,10 1,27 0.032 BPR telah memiliki kelengkapan struktur Komite 
di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Audit dan 
Komite Pemantau Risiko.

Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan 0,100 0,50 0,40 0,10 1,00 0.100 BPR telah memiliki pedoman penanganan 
benturan kepentingan yang tertuang dalam 
Pedoman Penerapan Tata Kelola.

Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR 0,100 0,50 0,40 0,10 1,00 0.100 BPR telah memiliki kelengkapan stuktur 
organisasi fungsi kepatuhan yaitu dengan 
mengangkat Direktur yang Membawahkan Fungsi 
Kepatuhan dan membentuk Satuan Kerja 
Kepatuhan. Selain itu BPR juga telah memiliki 
Pedoman Kerja Kepatuhan yang menjadi 
pedoman dalam menjalankan tugas penerapan 
fungsi kepatuhan BPR.
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Form B.00.01
Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Masing-Masing Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola
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Faktor Bobot Faktor Struktur Proses Hasil Penjumlahan
S + P + H

Total Penilaian  
Faktor Kesimpulan

Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern 0,100 0,60 0,40 0,10 1,10 0.110 BPR telah memiliki Satuan Kerja Audit Internal 
(SKAI) yang melaksanakan fungsi audit intern 
berpedoman pada Pedoman Kerja SKAI, namun 
BPR belum memiliki sistem rekrutmen khusus 
untuk personil SKAI.

Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern 0,025 0,50 0,40 0,10 1,00 0.025 BPR telah melakukan kegiatan audit eksternal 
atas laporan keuangan tahunan melalui jasa 
Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar dalam 
daftar KAP OJK, dimana pelaksanaannya telah 
sesuai dengan ketentuan menggunakan Surat 
Perjanjian Kerjasama, dengan cakupan hasil audit 
telah sesuai dengan ketentuan OJK.

Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem 
pengendalian intern

0,100 0,50 0,63 0,10 1,23 0.123 BPR telah memiliki kelengkapan struktur 
organisasi manajemen risiko yaitu dengan 
dibentuknya Komite Manajemen Risiko dan 
Satuan Kerja Manajemen Risiko, serta telah 
memiliki pedoman Penerapan Manajemen Risiko, 
meskipun dalam penerapan manajemen terhadap 
6 risiko.

Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit 0,075 0,50 0,40 0,10 1,00 0.075 BPR telah memiliki ketentuan terkait dengan 
BMPK dan telah menerapkan pemberian kredit 
dengan berpedoman pada BMPK dan prinsip 
kehati-hatian.

Faktor 10: Rencana bisnis BPR 0,075 0,50 0,40 0,10 1,00 0.075 BPR telah secara rutin menyusun dan melaporkan 
Rencana Bisnis BPR secara tahunan yang 
memuat strategi jangka pendek, menengah dan 
panjang, serta melaporkan kepada OJK sesuai 
ketentuan.

Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non 
keuangan, serta pelaporan internal

0,075 0,50 0,40 0,10 1,00 0.075 BPR telah melakukan transaparansi terhadap 
kondisi keuangan dan non keuangan melalui 
laporan-laporan yang disampaikan kepada para 
stakeholders perusahaan secara tepat waktu baik 
melalui laporan tertulis dalam bentuk buku, 
melalui website, maupun media massa dan papan 
pengumuman di setiap kantor.
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Nilai Komposit 1.0

Peringkat Komposit Sangat Baik
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No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah):
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota 
Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah):
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota 
Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

1 BPR telah memiliki 4 orang Direksi dan salah satunya membawahkan fungsi kepatuhan.

2 Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau 
kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di 
provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi 
lokasi Kantor Pusat BPR.

1 3 orang Direksi bertempat tinggal di Kabupatena Banjarnegara, dan 1 orang Direksi bertempat 
tinggal di Kabupaten Banyumas, yang seluruhnya sama-sama berada di Provinsi Jawa Tengah 
sesuai dengan Provinsi lokasi kantor pusat BPR.

3 Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank 
dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).

1 Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan maupun Lembaga 
lain.

4 Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga  atau semenda 
sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota 
Dewan Komisaris.

1 50 persen anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan 
derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

5 Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa 
profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek 
yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya 
konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, 
tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; 
dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen 
yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.

1 Direksi tidak menggunakan penasihat/konsultan perorangan.

6 Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah 
diangkat melalui RUPS  termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah 
ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.

1 Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat mmelalui 
RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi.

Total nilai skala penerapan 6

Rata-rata 1,00

Bobot 0,50

Nilai struktur 0,50
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No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

7 Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak 
memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan 
wewenang tanpa batas.

1 Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen sesuai dengan 
Pedoman Kerja Direksi, dan tidak pernah memberikan kuasa umum kepada siapapun.

8 Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif 
yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan 
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

1 Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit intern maupun ekstern, hasil 
pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain sesuai dengan batas waktu 
komitmen, ataupun bila tidak dapat memenuhi batas waktu komitmen, BPR selalu 
mengkomunikasikan kendala yang menyusun kembali batas waktu komitmen yang baru.

9 Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat 
waktu kepada Dewan Komisaris.

1 Direksi menyediakan data dan informasi lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan 
Komisaris baik secara langsung maupun melalui sistem informasi yang disediakan BPR.

10 Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan 
berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai 
musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan 
dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

1 Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan 
musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, dan 
tercantum dalam notulen rapat.

11 Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau 
pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak 
mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi 
dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

1 Direksi telah menjalan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja 
Direksi, serta Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku.

12 Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam 
rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini 
terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain 
dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan 
dalam rangka pengembangan kualitas individu.

1 Direksi selalu membentuk anggaran biaya pendidikan dan pelatihan setiap tahun yang 
digunakan sebagai anggaran peningkatan kualitas SDM BPR secara berkesinambungan di 
semua bidang tugas perbankan sesuai dengan ketentuan OJK.

13 Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya 
dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas 
ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.

1 Dalam melakukan pengambilan keputusan Direksi selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan 
berpedoman pada data yang valid.

14 Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi 
yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.

1 Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang 
paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat, dimana pertama kali 
disusun pada bulan September 2016 dan telah dikinikan di tahun 2021.

Total nilai skala penerapan 8

Rata-rata 1,00

Bobot 0,40
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No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

Nilai Proses 0,40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

15 Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang 
saham melalui RUPS.

1 Direksi selalau mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham 
melalui RUPS, rutin setiap tahun. Dan memberikan laporan penerapan fungsi tata kelola secara 
rutin setiap tahun.

16 Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan 
strategis BPR di bidang kepegawaian.

1 Direksi telah mengkomunikasi kepada seluruh karyawan mengenai kebijakan strategis BPR di 
bidang kepegawaian melalui Surat Keputusan (SK) dan Surat Edaran (SE) Direksi.

17 Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan 
baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam 
rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.

1 Hasil rapat Direksi selalu dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik 
oleh Satuan Kerja Sekretariat.

18 Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi 
dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan 
peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan 
pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.

1 Terdapat peningkatan kemampuan anggota Direksi dan seluruh karyawan dalam pengelolaan 
BPR ditunjukkan dengan hasil penilaian profil risiko yang tetap dalam kategori rendah dan 
kemampuan bertahan BPR di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang sulit akibat Pandemi 
Covid-19.

19 Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa 
Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah 
ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.

1 Direksi selalu rutin menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa 
Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan 
keuangan setiap tahun sesuai ketentuan.

Total nilai skala penerapan 5

Rata-rata 1,00

Bobot 0,10

Nilai Hasil 0,10
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No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris 
paling sedikit 3 (tiga) orang.
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris 
paling sedikit 2 (dua) orang.

1 Dewan Komisaris berjumlah 4 orang dan 2 orang merupakan Komisaris Independen. 

2 Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai 
ketentuan.

1 Jumlah anggota Dewan Komisaris sama dengan jumlah anggota Direksi, yaitu 4 orang.

3 Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan 
telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan 
anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan 
anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.

1 Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat 
melalui RUPS.

4 Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi 
yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung 
dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

1 3 orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah yaitu dimana 
Kantor Pusat BPR berada, dan 1 orang bertempat tinggal di Provinsi Yogyakarta namun 
mendapatkan fasilitas rumah dinas untuk tinggal di wilayah kerja Kantor Pusat.

5 BPR memiliki Komisaris Independen:
a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan 
puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota 
Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen;
b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh 
milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), 
paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;

BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

1 Komisaris Independen yang dimiliki BPR sejumlah 2 orang dari total 4 orang anggota Dewan 
Komisaris.

6 Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan 
etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

1 Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sejak September 2016.

7 Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris 
pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat 
eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

1 Terdapat 2 orang anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan 
Komisaris pada BPR lain, namun tidak lebih dari 2 BPR lain.

8 Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau 
semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan 
Komisaris atau Direksi.

1 50 persen anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai 
dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.
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9 Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, 
kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota 
Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau 
hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak 
independen.

1 Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, 
kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi 
dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi 
kemampuannya untuk bertindak independen, dan telah menandatangani surat pernyataan 
independensi.

Total nilai skala penerapan 9

Rata-rata 1,00

Bobot 0,50

Nilai struktur 0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

10 Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 
dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain 
pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan 
BPR termasuk prinsip kehati-hatian.

1 Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, melalui pemberian Memo Dewan Komisaris 
yang berisi nasihat atau arahan dan melalui Laporan Pengawasan Pelaksanaan RBB yang 
dibuat setiap semester.

11 Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau 
dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

1 Dewan Komisaris selalu melakukan pengawasan, pemantauan dan mengevaluasi kebijakan 
strategis BPR melalui rapat koordinasi dan memberikan rekomendasi kpada Direksi 
menggunakan Memo Dewan Komisaris.

12 Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan 
operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait 
sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian 
kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam 
rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

1 Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, 
seluruhnya dilakukan oleh Direksi, kecuali dalam hal pemberian kredit pihak terkait.

13 Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, 
audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil 
pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk 
menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.

1 Dewan Komisaris selalu memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit 
ekstern, hasil pemeriksaan OJK dan otoritas lain, dan Direksi selalu menyampaikan laporan hasil 
tindak lanjut atas temuan kepada Dewan Komisaris.

14 Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan 
Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh 
anggota Dewan Komisaris.

1 Rapat Dewan Komisaris selalu diadakan secara rutin minimum 4 kali dalam 1 tahun, dan 
teradministrasi dengan baik dalam notulen rapat.
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No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

15 Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah 
dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak 
tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan 
mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

1 Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai tata tertib rapat pada pedoman dan tata tertib 
kerja Dewan Komisaris, dan tertuang dalam notulen rapat.

16 Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, 
keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, 
serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain 
remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

1 Anggota Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional 
mengacu pada pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris serta Pedoman Etika Bisnis dan 
Tata Perilaku.

17 Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan 
tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan 
yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

1 Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi 
kepatuhan telah diserahkan kepada Dewan Komisaris untuk dilakukan pemantauan khususnya 
terkait hal-hal yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

Total nilai skala penerapan 8

Rata-rata 1,00

Bobot 0,40

Nilai Proses 0,40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

18 Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan 
didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang 
terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota 
Dewan Komisaris.

1 Hasil rapat Dewan Komisaris selalu dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan 
dengan baik oleh Satuan Kerja Sekretariat.

Total nilai skala penerapan 1

Rata-rata 1,00

Bobot 0,10

Nilai Hasil 0,10
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No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota 
Komite sesuai ketentuan.

1 BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan seorang ketua komite dari 
Komisaris Independen dan 2 orang anggota komite dari pihak independen.

Total nilai skala penerapan 1

Rata-rata 1,00

Bobot 0,50

Nilai struktur 0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

1 Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern. 2 Komite Audit telah melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.

2 Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi 
manajemen risiko.

2 Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen 
risiko.

3 Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan 
tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib 
kerja.

1 Dewan Komisaris memastikan tugas Komite telah sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib 
Kerja Komite.

Total nilai skala penerapan 5

Rata-rata 1,67

Bobot 0,40

Nilai Proses 0,67

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

1 Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi 
manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi 
BPR.

1 Di tahun 2021 komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit khususnya rekomendasi 
penunjukkan KAP untuk audit laporan keuangan tahunan.

Total nilai skala penerapan 1
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Rata-rata 1,00

Bobot 0,10

Nilai Hasil 0,10
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No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan 
kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk 
administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud 
dalam Risalah Rapat.

1 BPR mengatur mengenai benturan kepentingan dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola.

Total nilai skala penerapan 1

Rata-rata 1,00

Bobot 0,50

Nilai struktur 0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2 Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota 
Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan 
atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang 
memiliki benturan kepentingan tersebut.

1 Terjadi pengambilan keputusan terkait dengan sewa menyewa gedung tapi tidak merugikan 
bank karena transaksi wajar dan dokumen lengkap.

Total nilai skala penerapan 1

Rata-rata 1,00

Bobot 0,40

Nilai Proses 0,40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

3 Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan 
BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.

1 Belum pernah terjadi adanya benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau 
mengurangi keuntungan BPR. Setiap transaksi dan keputusan terhadap pihak terkait telah 
terdokumentasi dengan baik.

Total nilai skala penerapan 1

Rata-rata 1,00

Bobot 0,10
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Nilai Hasil 0,10

3Tanggal Cetak Dicetak Oleh26/04/2022 16:19:57 WIB sekretariatbsy@gmail.com dari 4

Form B.04.00
Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Surya Yudhakencana

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



4Tanggal Cetak Dicetak Oleh26/04/2022 16:19:57 WIB sekretariatbsy@gmail.com dari 4

Form B.04.00
Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Surya Yudhakencana

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi 
persyaratan paling sedikit untuk:
a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;
b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; 
dan
c. mampu bekerja secara independen.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani 
penyaluran dana.

1 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak merangkap sebagai Direktur Utama 
dan tidak membidangi bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana, namun 
membidangi kepatuhan, manajemen risiko, sumber daya manusia dan satuan pengamanan.

2 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan 
dengan perbankan.

1 Pengangkatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah lulus uji kemampuan dan 
kepatutan oleh OJK, maka telah memenuhi persyaratan tentang pemahaman peraturan.

3 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah):
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja 
kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah):
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif 
yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi 
operasional.

1 BPR telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan sejak tahun 2012, dan independen terhadap satuan 
kerja operasional.

4 Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan 
menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.

1 BPR telah memiliki Pedoman Kerja Kepatuhan sejak tahun 2017 dan telah dikinikan di tahun 
2019.

5 BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab 
bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi 
kepatuhan.

1 Tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Satuan Kerja Kepatuhan tertuang pada Pedoman 
Kerja Kepatuhan, serta Surat Tugas dan Wewenang masing-masing personil satuan kerja fungsi 
kepatuhan, yang disahkan oleh Direksi.

Total nilai skala penerapan 5

Rata-rata 1,00

Bobot 0,50
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No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

Nilai struktur 0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-
langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh 
peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain 
termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas 
lainnya.

1 Setiap proses penyusunan kebijakan dan prosedur intern BPR selalu melalui Direktur yang 
Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan telah disusun laporan rutin pelaksanaan pokok - pokok 
pelaksanaan tugas setiap tahunnya.

7 Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk 
mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan 
pelatihan ketentuan terkini.

1 Upaya mendorong terciptanya budaya kepatuhan telah dilakukan melalui sosialisasi dan 
pelatihan ketentuan terkini, yang pada masa pandemi sebagian besar dilakukan secara online 
atau melalui media flyer atau poster.

8 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga 
kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas 
Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat 
kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan 
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. 

1 Selalu dibuat checklist dan timeline terhadap kewajiban yang harus dilakukan oleh BPR setiap 
bulannya melalui Satuan kerja kepatuhan.

9 Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan 
memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta 
kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa 
Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

1 Seluruh konsep penyusunan kebijakan dan prosedur intern BPR dibuat oleh Satuan Kerja 
Kepatuhan dan melalui Kepala Divisi yang membawahkan Satuan Kerja Kepatuhan, dimana 
telah dilakukan croscek dengan ketentuan eksternal agar tidak bertentangan.

10 Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan 
melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan 
kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai 
dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

1 Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan review terhadap ketentuan yang ada dengan 
menerbitkan opini kepatuhan atau menginformasukan kepada satuan kerja terkait jika diperlukan 
pengkinian.

Total nilai skala penerapan 5

Rata-rata 1,00

Bobot 0,40

Nilai Proses 0,40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11 BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. 1 Di tahun 2021 terdapat penurunan jumlah pelanggaran dari data fraud dan pelanggaran 
Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku tahun 2021 sebanyak 76 dibanding tahun 2020 
sebanyak 114.
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12 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama 
dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang 
membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan 
kepada Dewan Komisaris.

1 Laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara berkala yaitu setiap bulan telah disampaikan 
kepada Direktur Utama.

13 Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan 
khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau 
keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa 
Keuangan.

1 Belum pernah dibuat adanya laporan khusus sampai dengan saat ini karena dinilai tidak terdapat 
penyimpangan yang dilakukan yang perlu dilaporkan kepada OJK.

Total nilai skala penerapan 3

Rata-rata 1,00

Bobot 0,10

Nilai Hasil 0,10
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No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah):
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah):
BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 
fungsi audit intern.

1 BPR telah membentuk Divisi SKAI.

2 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 
fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan 
prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan 
perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan 
Komisaris.

1 SKAI telah memiliki pedoman kerja yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan audit intern.

3 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 
fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja 
terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

1 SKAI merupakan satker yang bersifat independen terhadap operasional BPR.

4 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 
fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

1 SKAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama sebagaimana pada struktur organisasi BPR.

5 BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang 
melaksanakan fungsi audit intern.

2 BPR telah memiliki program rekrutmen dan pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi 
audit intern.

Total nilai skala penerapan 6

Rata-rata 1,20

Bobot 0,50

Nilai struktur 0,60

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6 BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit 
intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang 
secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan 
masyarakat.

1 BPR menerapkan fungsi Audit Intern sesuai pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang telah 
disusun.
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No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

7 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah):
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) 
kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi 
audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): 
diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

1 Kaji ulang telah dilakukan terhadap fungsi SKAI oleh pihak ekstern pertama kali di tahun 2020 
untuk periode pemeriksaan hasil kerja SKAI 2018.

8 Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai 
dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, 
pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.

1 Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai sesuai pedoman pelaksanaan audit.

9 BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara 
berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.

1 Di tahun 2021 telah dilakukan adanya pendidikan dan pelatihan khusus untuk personil SKAI.

Total nilai skala penerapan 4

Rata-rata 1,00

Bobot 0,40

Nilai Proses 0,40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

10 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 
fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada 
Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi 
yang membawahkan fungsi kepatuhan.

1 SKAI selalu menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan 
Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

11 BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern 
dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan 
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1 BPR telah menyampaikan Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern setiap tahun kepada OJK.

12 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah):
BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas 
Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

1 BPR telah menyampaikan kepada OJK laporan kaji ulang yang dilaksanakan oleh pihak 
eksternal pertama kali di tahun 2020.
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13 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah):
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI 
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah):
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif 
yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas 
Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1 BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan Kepala SKAI sesuai ketentuan OJK.

Total nilai skala penerapan 4

Rata-rata 1,00

Bobot 0,10

Nilai Hasil 0,10
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A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) 
memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar 
profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan 
dengan KAP dimaksud.

1 BPR telah menugaskan KAP sesuai ketentuan OJK.

Total nilai skala penerapan 1

Rata-rata 1,00

Bobot 0,50

Nilai struktur 0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2 Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik 
dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan 
RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.

1 Penunjukkan KAP dilakukan atas rekomendasi Dewan Komisaris dan selalu mendapat 
persetujuan RUPS.

3 BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas 
Jasa Keuangan.

1 BPR selalu melaporkan hasil audit KAP dan management letter ke OJK dan dilampirkan pula 
dalam Laporan Tahunan BPR.

Total nilai skala penerapan 2

Rata-rata 1,00

Bobot 0,40

Nilai Proses 0,40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4 Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan 
disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.

1 Hasil audit dan manajemen letter disampaikan ke BPR oleh KAP ditunjuk secara tepat waktu.

5 Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana 
diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1 Cakupan hasil audit telah sesuai ketentuan OJK.
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Total nilai skala penerapan 2

Rata-rata 1,00

Bobot 0,10

Nilai Hasil 0,10
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No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar 
rupiah):
BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen 
Risiko;

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):
BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah):
BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab 
terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.

1 BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko sejak 
tahun 2017.

2 BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan 
penetapan limit Risiko.

1 BPR telah memiliki Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.

3 BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko 
yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.

1 BPR telah memiliki Pedoman pengelolaan risiko pada produk dan aktivitas baru sesuai 
ketentuan OJK.

Total nilai skala penerapan 3

Rata-rata 1,00

Bobot 0,50

Nilai struktur 0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4 Direksi: 
a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara 
tertulis, dan
b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan 
Direksi.

1 BPR telah memiliki Pedoman Penerapan Manajemen Risiko sejak tahun 2017 dan telah 
dikinikan di tahun 2020.
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5 Dewan Komisaris: 
a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,
b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan 
Manajemen Risiko, dan
c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan 
transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

1 Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan terkait 
manajemen risiko serta memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang 
memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

6 BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian 
Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.

2 BPR telah melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap seluruh 
faktor Risiko.

7 BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. 2 BPR telah menerapkan pengendalian intern secara menyeluruh.

8 BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai 
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

2 BPR telah menerapkan manajemen risiko terhadap risiko kredit, operasional, kepatuhan, 
likuiditas, reputasi, stratejik.

9 BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen 
yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

1 BPR telah memiliki sistem informasi baik keuangan maupun non keuangan yang dapat diakses 
oleh seluruh pemangku kepentingan (website, aplikasi i-BSY dan aplikasi paperless).

10 Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh 
jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan 
dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.

2 Direksi mulai melakukan pengembangan budaya manajemen risiko serta mengirimkan SDM 
dalam pendidikan dan pelatihan manajemen risiko.

Total nilai skala penerapan 11

Rata-rata 1,57

Bobot 0,40

Nilai Proses 0,63

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11 BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan 
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1 BPR telah menyusun laporan profil risiko atas 6 (enam) risiko yaitu risiko kredit, operasional 
kepatuhan, likuiditas, reputasi dan stratejik dan telah dilaporkan kepada OJK secara berkala tiap 
semester.

12 BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas 
Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1 Jika terdapat rencana produk dan aktivitas baru, BPR selalu melaporkan kepada OJK sesuai 
ketentuan yang berlaku.

Total nilai skala penerapan 2

Rata-rata 1,00

Bobot 0,10
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Nilai Hasil 0,10
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No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait 
dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, 
dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai 
bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.

1 Bank telah memiliki prosedur BMPK yaitu tertuang pada Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR.

Total nilai skala penerapan 1

Rata-rata 1,00

Bobot 0,50

Nilai struktur 0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2 BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan 
prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

1 Jika terdapat perubahan BMPK, BPR akan segera menyesuaikan dengan ketentuan terkini. 
Namun sampai dengan saat ini belum terdapat perubahan ketentuan BMPK dari regulator

3 Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit 
besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan 
memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.

1 Pemberian kredit selalu mengacu kepada BMPK, dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Total nilai skala penerapan 2

Rata-rata 1,00

Bobot 0,40

Nilai Proses 0,40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4 Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian 
kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara 
berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai 
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1 Laporan BMPK telah disampaikan ke OJK sesuai dengan ketentuan dan belum pernah 
mengalami keterlambatan.

5 BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa 
Keuangan.

1 Tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK di tahun 2021.
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Total nilai skala penerapan 2

Rata-rata 1,00

Bobot 0,10

Nilai Hasil 0,10
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No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan 
Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.

1 Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

2 Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan 
rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang 
signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1 Rencana Bisnis BPR telah menggambarkan rencana jangka panjang dan telah sesuai ketentuan 
OJK.

3 Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka 
memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya 
manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.

1 Rencana Bisnis BPR masuk dan disetujui atau dituangkan dalam RUPS tahunan.

Total nilai skala penerapan 3

Rata-rata 1,00

Bobot 0,50

Nilai struktur 0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4 Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit:
a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha 
BPR;
b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan
c. penerapan manajemen risiko.

1 Rencana bisnis disusun dengan mempertimbangkan faktor internal, eksternal prinsip kehati-
hatian dan manajemen risiko.

5 Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana 
bisnis BPR.

1 Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Bisnis BPR dan 
menuangkan dalam Laporan Pengawasan Realisasi RBB.

Total nilai skala penerapan 2

Rata-rata 1,00

Bobot 0,40

Nilai Proses 0,40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
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6 Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas 
Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1 Rencana Bisnis BPR dan perubahannya disampaikan ke OJK sesuai ketentuan.

Total nilai skala penerapan 1

Rata-rata 1,00

Bobot 0,10

Nilai Hasil 0,10
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A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh 
sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber 
daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, 
kini, dan utuh.

1 Sistem laporan keuangan telah didukung oleh SIM dan SDM yang kompeten.

Total nilai skala penerapan 1

Rata-rata 1,00

Bobot 0,50

Nilai struktur 0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2 BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi 
paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus 
dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1 Laporan keuangan publikasi disusun sesuai ketentuan OJK.

3 BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi 
umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan 
tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta 
seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1 Laporan Tahunan disusun sesuai ketentuan OJK.

4 BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau 
penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata 
cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1 Transparasi informasi dan penggunaan data nasabah berpedoman pada ketentuan OJK.

5 BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan 
sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1 Laporan BPR disusun dan disajikan sesuai ketentuan OJK.

Total nilai skala penerapan 4

Rata-rata 1,00

Bobot 0,40

Nilai Proses 0,40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
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6 Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit 
oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta 
disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan 
dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1 Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah ditandatangani oleh anggota Direksi 
dengan mencantumkan nama dan selalu dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan.

7 Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan 
pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan 
disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.

1 Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan di tahun 2021 selalu 
disampaikan tepat waktu.

Total nilai skala penerapan 2

Rata-rata 1,00

Bobot 0,10

Nilai Hasil 0,10
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